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PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

| ' Menimbang . bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugaé, dan Fungsi Eselon | Kementerian
f\ ' * Negara, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja
’ dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dipandang periu untuk
“menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
l Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
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2. Peraturan Presiden Presiden Republik Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI. :

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Kementerian PAN dan RB berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian PAN dan RB dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Kementerian PAN dan RB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal...
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian PAN
dan RB menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan
' aparatur negara dan reformasi birokrasi,

/kl\ ‘ c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian PAN dan RB; dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Iingkungan Kementerian PAN dan RB.

BAB |l
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Kementerian PAN dan RB terdiri dari atas:
a. Sekretariat Kementerian;
b. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi;
¢. Deputi -Bidang Kelembagaan;
(.\ d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

o

Deputi Bidang Tata Laksana;

—h

Deputi Bidana Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;
Deputi Bidang Pelayanan Publik;

Staf Ahli Bidang Hukum;

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

s o«

j- Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;

k. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
| Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur; dan

m. Inspektorat Kementerian.

BAB...
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BAB il
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin Kementerian PAN dan
RB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. koerdinasi kegiatan Kementerian PAN dan RB;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian PAN dan RB;

c. pembinaan :dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian
PAN dan RB;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan
hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian...
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8 °
Sekretariat Kementerian terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9 .

Biro Perencanaan mémpunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program, dan anggaran, analisis data dan pelaporan, koordinasi dan
administrasi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
anggaran di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana, program dan
anggaran Kementerian PAN dan RB;

b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta penyiapan koordinasi dan
penyusunan laporan Kementerian PAN dan RB;

c. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PAN dan
RB.

Pasal...




MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

-6-
Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;

b. Bagian Data dan Pelaporan; )

c. Bagian Kerja Sama; dan

d. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran.

Pasal 12

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana, program dan anggaran
Kementerian PAN dan RB.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagjan
Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan‘koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program
Kementerian PAN dan RB; dan

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian anggaran Kementerian
PAN dan RB.

- Pasal 14
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Progam; dan

b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 15

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program Kementerian PAN
dan RB.

(2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan, dan penyerasian anggaran Kementerian PAN dan RB.

Pasal...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

-7-
Pasal 16

Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, analisis data, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan
Kementerian PAN dan RB.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Data dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 18
Bagian Data dan Pelaporan terdiri atas: '
a. Subbagian Data; dan;

b. Subbagian Pelaporan,

Pasal 19

(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data. ‘

(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
‘dan penyusunan laporan Kementerian PAN dan RB. '

Pasal 20

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
administrasi kerja sama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerja
Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam negeri; dan

b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal...
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Pasal 22

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan

b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasat 23

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam negeri.

(2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 24

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PAN dan
RB. ’

®

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian
Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PAN dan RB; dan
b. perlyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PAN
dan RB.
Pasal 26
Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program; dan

b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran.

Pasal 27

(1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program Kementerian
PAN dan RB. :

@)...
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(2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian
PAN dan RB.

Bagian Kee;hpat
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 28

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan hubungan
masyarakat, serta sistem informasi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan: tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan

Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: )

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan dan
dokumentasi; ,

b. pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, analisis pendapat umum, dan
hubungan kelembagaan dan media massa; dan _

c. pemgembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan
penyajian informasi.

Pasal 30
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Hukum;.
b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
¢. Bagian Sistem Informasi.

Pasal...
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Pasal 31

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta
~ pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi: ’
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan

c. pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-

undangan.

Pasal 33 .
Bagian Hukum terdiri atas: A
a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

. } Pasal 34

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

(2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan
pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.

(3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-
undangan.

Pasal...
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Pasal 35

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi,

pemberitaan, analisis pendapat umum, dan hubungan kelembagaan dan media massa.

Pasal 36 )
Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi: N
a. pelaksanaan urusan publikasi; '
b. pelaksanaan urusan pemberitaan dan analisis pendapat umum; dan
¢. pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan media massa.

Pasal 37
Bagian Hubungan Mas‘yarakat terdiri atas:
a. Subbagian Publikasi;
b. Subbagian Pemberitaan dan Analisis Pendapat Umum; dan
c. Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Media Massa.

Pasal 38

(1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan urusan publikasi.

(2) Sub*bagian Pemberitaan dan Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan
urusan pemheritaan dan analisis pendapat umum.

(3) Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Media Massa mempunyai tugas

melakukan urusan hubungan kerja dengan kelembagaan dan media massa.

Pasal 39

Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem
informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi.

Pasal...
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Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Sistem
Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi;

b. pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi; dan

c. pelaksanaan penyiapan dan penyajian informasi.

Pasal 41

Bagian Sistem Informasi terdiri atas:

a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi;

b. Subbagian Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi; dan
¢. Subagian Penyajian Informasi. '

Pasal 42
(1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengembangan sistem:informasi.
(2) Subbagian Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan jaringan sistem informasi.
(3) Subbagian Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyajian informasi.

Bagian Kelima
Biro Umum
Pasal 43

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta pelayanan administrasi
umum dan tata usaha pimpinan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum
menyelenggarakan fungsi:
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a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan mutasi pegawai, administrasi
kesejahteraan pegawai, dan pengembangan pegawai;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan
keuangan;

¢. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kearﬁanan, pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN), serta perlengkapan dan pemeliharaan; dan

d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, protokol dan tata usaha pimpinan.”

Pasal 45
Biro Umum terdiri atas:
a. Bagian Kepegawaian;
b. Bagian Keuangan;
¢. . Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

d. Bagian Tata Usaha dan Protokol.

Pasal 46

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
dan mutasi pegawai, administrasi kesejahteraan pegawai, dan pengembangan pegawai.

Pasal 47

*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian
Kepegawaian menyeienggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengelolaan
urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan, mutasi, dan
pensiun, serta tata naskah kepegawaian;

b. pelayanan administrasi gaji, tunjangan, cuti, dan kesejahteraan Ilain yang
dibenarkan, serta pelayanan kesehatan; dan

C. penyiapan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan Kkarir,
pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian penghargaan pegawai.

Pasal...
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Pasal 48

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Mutasi;

b. Subbagian Administrasi Kesejahteraan Pegawai;.dan

¢. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 49

(1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai,
pengelolaan urusan administrasi pengangkatan, . pemberhentian, kepangkatan,
mutasi, dan pensiun, serta tata naskah kepegawaian.

(2) Subbagian Administrasi Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan
pelayanan administrasi gaji, tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lain yang
"dibenarkan, serta pelayanan kesehatan.

(3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana ;")endidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan
dan disiplin pegawai serta pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 50

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi,
akuntansi, dan pelaporan keuangan. '

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Keuangan
. menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi serta pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas;

b. pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian PAN dan RB; dan

¢. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal...
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Pasal 52

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Verifikasi; dan

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 53

(1) Subbagian Perbendaharaan me>mpunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta
pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas.

(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan pengujian terhadap
dokumen keuangan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. .

Pasal 54

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga, keamanan, pengelolaan BMN, perlengkapan, dan pemeliharaan.

Pasal 55

*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor,
pengelotaan urusan rumah tangga, penggandaan, dan keamanan dalam;

b. pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan
kantor serta penatausahaan dan pelaporan BMN; dan

c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Pasal 56
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Rumah Tangga; - -
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b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan

¢. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 57 ~

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah- tangga,
penggandaan, dan keamanan dalam.

(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan
penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor serta
penatausahaan dan pelaporan BMN. '

(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor.

Pasal 58

®

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas -melaksanakan urusan persuratan,
kearsipan, protokol dan tata usaha pimpinan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Tata
Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. pengélolaan surat menyurat, pengagendaan, dan ekspedisi;

b. pengelolaan urusan kearsipan dan dokumen, serta inventarisasi peraturan
péerundang-undangan;

c. pelaksanaan urusan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan seluruh unit kerja
di lingkungan Kementerian PAN dan RB; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 60
(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

a. Subbagian Persuratan;
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b. Subbagian Kearsipan;
c. Subbagian Protokol; dan
d. Unit Tata Usaha Pimpinan.
(2) Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
' b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi;

c.
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kelembagaan;

o

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

-h

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Tata Laksana;

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur;

> @

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan
Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 61

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat,
pengagendaan, pengelolaan arsip dan penataan dokumen serta ekspedisi.

(2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
kearsipan, penataan dokumen, dan inventarisasi peraturan perundangan.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan pengaturan acara dan
kegiatan keprotokolan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.

(4) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian
pelayanan tata usaha kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

(5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementérian mempunyai tugas melakukan
pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian.

(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi
mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang
Program dan Reformasi Birokrasi.

@)...
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(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan

pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang Kelembagaan.

(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia Aparatur.

(9) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas melakukan
pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang Tata Laksana. :

s (10) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

(11) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas
melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik.

(12) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan
ketatausahaan tata usaha kepada para Staf Ahli.

Pasal 62

Unit Tata Usaha Pimpirién sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf ¢ dalam
pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan unit yang
dilayani dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha
dan Protokol.

™ ' BAB IV
DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

(1) Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi adalah unsur pelaksana
Kementerian PAN dan RB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal...
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Pasal 64

(1) Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan
reformasi birokrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang
Program  dan Reformasi Birokrasi secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Kementerian. ’

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuq Pasa!l 64, Deputi Bidang Program
dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi; v

C. pemantauan, analiéis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

v , Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66
Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

b. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat;

c. Asisten Deputic Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerabh;
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Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat; dan

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara *

dan Reformasi Birokrasi

Pasal 67

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
dan pengelolaan data dan informasi di bidang program pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi. :

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menyelenggarakan fungsi: '

a.

penyiapan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang program
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

pengelolaan data dan informasi di bidang program pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 69

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terdiri atas:

a.

Bidang Penyiapan Kebijakan -Program Pendayagunaan Aparatur Negara;
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b. Bidang Penyiapan Kebijakan Program Reformasi Birokrasi; dan

¢. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. :

Pasal 70

Bidang Penyiapan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara ‘mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang
program pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 71

Bidang Penyiapan Kebijakan Program Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang program
reformasi birokrasi.

Pasal 72

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di
bidang program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Pusat

Pasal 73

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi pada tingkat pusat.

Pasal...
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Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Asisten Deputi
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan
. aparatur negara pada tingkat pusat; ’

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program reformasi birokrasi
pada tingkat pusat; dan ’

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi
Birokrasi. ‘

Pasal 75

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat terdiri atas:

a. Bidang Penyiapan Kdordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur
Negara Pusat; dan

b. Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Pusat.

Pasal 76

Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara
Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang program pendayagunaan aparatur negara pada tingkat pusat.

Pasal 77

Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Pusat
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
program reformasi birokrasi pada tingkat pusat.

Bagian...
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Bagian Kelima
Asisten Deputi
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Daerah

Pasal 78

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur?
Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi pada tingkat daerah.

Pasal 79

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah terdiri atas:

a. Bidang Penyiapan Kobrdinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur
Negara Daerah; dan

b. Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Daerah.

Pasal 80

Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang program pendayagunaan aparatur negara pada tingkat daerah.

Pasal 81

| Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
program reformasi birokrasi pada tingkat daerah.

Bagian...
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Bagian Keenam
Asisten Deputi

Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Pusat

Pasal 82

)

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis;
evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputi
Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang program
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat;

b. evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada tingkat pusat; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi
‘Birokrasi.

Pasal 84

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
. dan Reformasi Birokrasi Pusat terdiri atas:

a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara Pusat;
dan

b. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pusat.

Pasal...
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Pasal 85

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara Pusat
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur
negara pada tingkat pusat.

) Pasal 86

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Pusat mempunyai
tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tentand
masalah atau kegiatan di bidang program reformasi birokrasi pada tingkat pusat

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi
Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Daerah

Pasal 87

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program
pendayagu[\aan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada tingkat daerah.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Asisten Depulti
. Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur-negara dan reformasi birokrasi
pada tingkat daerah;

b. evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pada tingkat daerah; dan

C. ..
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 89

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Daerah terdiri atas:

)

a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara
Daerah; dan '

-

b. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Daerah.

Pasal 90

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program pendayagunaan aparatur
negara pada tingkat daerah.

Pasal 91

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Daerah mempunyai
tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tentang
masalah atau kegiatan di bidang program reformasi birokrasi pada tingkat daerah.

BAB V
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 92

(1) Deputi Bidang Kelembagaan adalah unsur pelaksana Kementerian PAN dan RB
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2)...
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(2) Deputi Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 93

- (1) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas.menyiapkan perumusan kebijakan

dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang
" Kelembagaan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Deputi Bidang
Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;

c. pemantauan, analisis,’ evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang kelembagaan pemerintahan; dan '

d. pelaksanaan tugas léin yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

: Pasal 95
Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas:
a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan;
b. Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I;

a

Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian ll; dan

e. Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian...
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Bagian Ketiga

Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan Kelembagaan

Pasal 96

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan
tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan.

*

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi

Perumusan Kebijakan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan
pemerintahan;

b. - pelaksanaan analisis; dan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang
kelembagaan pemerintahan;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunén laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang ‘perumusan kebijakan kelembagaan pemerintahan serta
penyiapan evaluasi dan koordinasi penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 98

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan terdiri atas:
a. Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan; dan
b. Bidang Evaluasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan.

Pasal 99

Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan
penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan.

Pasal...
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Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang

Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan
penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan pusat; dan

b. penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan
penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan daerah.

Pasal 101

Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan terdiri atas:
a. Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Pusat; dan
b. Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Daerah.

Pasal 102

(1) Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Pusat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta
analisis dan penyiapan ‘bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan pusat.

(2) Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Daerah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta
analisis dan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan
daerah.

Pasal 103

Bidang Evaluasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang perumusan kebijakan kelembagaan pemerintahan, serta penyiapan evaluasi
dan koordinasi penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
kelembagaan pemerintahan.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 104

Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas
melaksanakan pen‘yiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
kelembagaan politik, hukum, dan keamanan.

Pasal...
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Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputi

Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan politik, hukum,
dan keamanan; -

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan
keamanan;

c: pelaksanaan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan kelembagaan di
bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atay
kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 106

Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:
a. - Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
b. Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 107

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang
kelembagaan politik, hukum, dan keamanan.

*

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Analisa
dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

~a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan
keamanan; dan

b. pemantauan dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
politik, hukum, dan keamanan. '

Pasal...
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Pasal 109

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
b. Subbidang Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukun), dan Keamanan.

Pasal 110

)

(1) Subbidang Analisa Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaag
kebijakan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik,
hukum, dan keamanan. .

(2) Subbidang Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas
melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 111

Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan
mempunyai tugas melaksgnakan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan
serta penyusunan Iaporah tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
politik, hukum, dan keamanan.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian |

Pasal 112

Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian | mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
~ keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan
perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Asisten Deputi
Kelembagaan Perekonomian | menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keuangan,
investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan
pembangunan nasional;

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan keuangan, investasi,
industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan
pembangunan nasional,

c. pelaksanaan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan kelembagaan di

bidang kelembagaan keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan,

teknologi, dan perencanaan pembangunan nasional,

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan perencanaan pembangunan nasional; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 114

Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian | terdiri atas:
a. Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian [; dan
b. Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Perekonomian |.

Pasal 115

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian | mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, analisis, dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang
kelembagaan keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi,
dan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Analisa

dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian | menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan keuangan, investasi,
industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan
pembangunan nasional; dan '

b. pemantauan dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan
perencanaan pembangunan nasional.

Pasal...
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Pasal 117

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian 1 terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Kelembagaan Perekonomian [; dan
b. Subbidang Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I.

Pasal 118

)

(1) Subbidang Analisa Kelembagaan Perekonomian | mempunyai tugas melakukan
A penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan keuangan, investgsi,
industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan
pembangunan nasional.

(2) Subbidang Evaluasi Kelembagaan Perekonomian | mempunyai tugas melakukan
-pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di
bidang kelembagaan keuangan, investasi, industri, perdagangan, ilmu pengetahuan,
teknologi, dan perencanaan pembangunan nasional. v

Pasal 119v

Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Perekonomian | mempunyai tugas
melaksanakan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan serta penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan keuangan, investasi,

(O industri, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perencanaan pembangunan
nasional.

: Bagian Keenam
| Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian 1l

— Pasal 120

Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian il .mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan,

perikanan...
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perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi,
usaha kecil dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan
usaha milik negara.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputi
Kelembagaan Perekonomian Il menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kehutanan
perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan, perikanan,
ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil
dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha
milik negara; .

penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan, perikanan,
ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil

-dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha

milik negara;

pelaksanaan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan kelembagaan di
bidang kelembagaan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
pertambangan, energi, kelautan, perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi,
pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha milik negara;

pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
pertamtgangan, energi, kelautan, perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi,
pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha milik negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 122

Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian i terdiri atas:

a.
b.

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian Il; dan
Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Perekonomian Il.

Pasal...
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Pasal 123

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian |l mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, analisis, dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang
kelembagaan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi,
kelautan, perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi,
koperasi, usaha kecil dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
dan badan usaha milik negara. ’

Pasal 124 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Analisa

dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian Il menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan, perikanan,
ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil
dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha
milik negara; dan ‘ ‘

b. pemantauan dan evalyasi tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan,
perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi,
usaha kecil dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan
badan usaha milik negara.

Pasal 125

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian Il terdiri atas:
a. Subbidang Ana|i§a Kelembagaan Perekonomian H; dan
b. Subbidang Evaluasi Kelembagaan Perekonomian |l.

Pasal 126

(1) Subbidang Analisa Kelembagaan Perekonomian Il mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan, perikanan,
ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil
dan menengah, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha
milik negara.

(2)...
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(2) Subbidang Evaluasi Kelembagaan Perekonomian Il mempunyai tugas melakukan
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di
bidang kelembagaan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
pertambangan, energi, kelautan, perikanan, ketenagakerjaan, transmigrasi,
pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pembangunan
kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha milik negara.

' Pasal 127

Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Perekonomian Il mempunyai tugas
melaksanakan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan serta penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, pertambangan, energi, kelautan, perikanan, ketenagakerjaan,
transmigrasi, pekerjaan umum, transportasi, koperasi, usaha kecil dan menengah,
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, dan badan usaha milik negara.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 128

Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
kesejahteraan rakyat.

*

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Asisten Deputi

Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

~a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kesejahteraan
rakyat;

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan kesejahteraan rakyat;

c. pelaksanaan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan kelembagaan di
bidang kelembagaan kesejahteraan rakyat; '

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan kesejahteraan rakyat; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal...
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Pasal 130

Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
a. Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat; dan
b. Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 131

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
e melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, analisis, dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang

kelembagaan kesejahteraan rakyat. ’

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bidang Analisa

dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan Kkebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan kesejahteraan
rakyat; dan : .

b. pemantauan dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang keiembagaan
kesejahteraan rakyat.

Pasal 133

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
(M a. Subbidang Analisa Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat; dan
b. Subbidang Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 134

(1) Subbidang Analisa Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
kesejahteraan rakyat.

(2) Subbidang Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi tentang masalah atau
kegiatan di bidang kelembagaan kesejahteraan rakyat.

Pasal...
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Pasal 135

Bidang Penyiapan Pertimbangan Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan serta
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan
kesejahteraan rakyat.

BAB VI
/\
DEPUTI BIDANG d
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
‘ Pasal 136
(1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur adalah unsur pelaksana
Kementerian PAN dan RB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dipimpin oleh Deputi.
Q ) Pasal 137

(1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya
manusia aparatur.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia Aparatur secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
- Kementerian.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi :
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penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang sumber daya manusia aparatur; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. :

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 139

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a.

b.

‘Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Aparatur; .
Asisten Deputi Pererjf,g:anaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
Asisten Deputi Penegakkan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- Bagian Ketiga
Asisten Deputi

) Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 140

Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang sistem manajemen sumber daya manusia aparatur.

Pasal...
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Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Asisten Deputi
Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen sumber daya
manusia aparatur;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajerﬁen sumber
daya manusia aparatur;

c. pemantauan, analisis, evaluasi,  dan penyusunan laporan tentang masalah’ atau
kegiatan di bidang sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;

d. pemberian dukungan data dan informasi dalam perumusan kebijakan di bidang
sumber daya manusia aparatur; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur.

Pasal 142 , ®

Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur terdiri atas:

a. Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur; dan

b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur.

-
¢

Pasal 143

Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

~ kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen sumber

daya manusia aparatur.

Pasal 144

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
mempunyai tugas . melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pemberian
dukungan data dan informasi serta penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang sistem manajemen sumber daya manusia aparatur.

Bagian...
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Bagian Keempat
Asisten Deputi

Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 145

Asisten Deputi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas

" melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang perencanaan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Asisten Deputi
Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kebutuhan, formasi, dan
rekrutmen sumber daya manusia aparatur, *

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebutuhan, formasi,
dan rekrutmen sumber daya manusia aparatur,

¢c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang analisa kebutuhan, formasi, dan rekrutmen sumber daya
manusia aparatur,;

d. penyiapan bahan penetapan formasi sumber daya manusia aparatur; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur.

Pasal 147

Asisten Deputi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a. Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur; —
b. Bidang Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
c. Bidang Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal... }
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Pasal 148

Bidang Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang analisa kebutuhan sumber daya manusia aparatur .

Pasal 149

Bidang Penyusunan Formasi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyiapan bahan penetapan formasi sumber daya manusia aparatur dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
penyusunan formasi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 150

Bidang Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumuéan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang rekrutmen sumber daya manusia aparatur.

Bagian Kelima
Asisten Deputi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 151

Asisten Depuﬁ Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
~ di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 152 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Asisten Deputi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar jabatan dan pendidikan dan
pelatihan sumber dayavman'usia aparatur,
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¢. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standar jabatan dan
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur,

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang standar jabatan dan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia aparatur; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur. i

Pasal 153

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
a. Bidang Standar Jabatan Sumber Daya Manusida Aparatur; dan
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 154

Bidang Standar Jabatan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis‘f evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang standar jabatan dan pola karir sumber daya manusia aparatur.

Pasal 155

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
perhaﬁtauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Bagian Keenam

Asisten Deputi
Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 156

Asisten Deputi Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang penegakan integritas sumber daya manusia aparatur.

Pasal...
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Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Asisten Deputi
Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang etika kerja dan kode etik, disiplin, etos
kerja, kinerja, netralitas, pemberian penghargaan dan fasilitasi kedudukan hukum
dan peraturan perundang-undangan sumber daya manusia aparatur,

'b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang etika kerja dan kode etik
disiplin, etos kerja, kinerja, netralitas, pemberian penghargaan dan fasilitasi
kedudukan hukum dan peraturan perundang-undangan sumber daya manusia
aparatur;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang etika kerja dan kode etik, disiplin, etos kerja, kinerja, netralitas,
pemberian penghargaan dan fasilitasi kedudukan hukum dan peraturan perundang-
undangan sumber daya manusia aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur. ! '

®

Pasal 158

Asisten Deputi Penegakan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
a. Bidang Disiplin dan Etos Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
b. Bidang Kinerja dan Fasilitasi Kedudukan Hukum Sumber Daya Manusia Aparatur.

- Pasal 159

Bidang Disiplin dan Etos Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan pényiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang etika kerja dan kode etik, disiplin, etos kerja, netralitas sumber daya manusia
" aparatur.

Pasal 160

Bidang Kinerja dan Fasilitasi Kedudukan Hukum Sumber Daya Manusia Aparatur
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang
masalah atau kegiatan di bidang kinerja, pemberian penghargaan dan fasilitasi
kedudukan hukum dan peraturan'pérundang-undangan sumber daya manusia aparatur.

Bagian...
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Bagian Ketujuh

Asisten Deputi
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 161

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
kesejahteraan sumber daya manusia aparatur. .

Pasal 162 i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Asisten Deputi
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan
-sumber daya manusia aparatur,

b. penyiapan koordi‘nasi pelaksanaan kebijakan di bidang gaji, tunjangan, dan
kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;

¢. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia
aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur. ’

*

Pasal 163

Asisten Deputi Resejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a. Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan

_ b. Bidang Usaha Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 164

Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal...
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Pasal 165
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bidang Gaiji dan
Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di.bidang gaji dan tunjangan sumber daya
manusia aparatur,;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang gaji dan tunjangan
sumber daya manusia aparatur; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur. g

Pasal 166 -

Bidang Gaji dan Tunjangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
a. Subbidang Gaji; dan
b. Subbidang Tunjangan.

©

Pasal 167

(1) Subbidang Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang gaji sumber daya
manusia aparatur.

(2) Subbidang Tunjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
.daln koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang tunjangan sumber
daya manusia aparatur.

Pasal 168

Bidang Usaha Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan
di bidang usaha kesejahteraan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Usaha
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha kesejahteraan sumber daya
manusia aparatur meliputi program pensiun, tabungan hari tua, uang duka wafat,
dan batas usia pensiun, asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi
pendidikan, tabungan perumahan rakyat, dan kesejahteraan lain;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kébijakan di bidang usaha kesejahteraan
sumber daya manusia aparatur meliputi program pensiun, tabungan hari tua, uang
duka wafat, dan batas usia pensiun, asuransi kematian, asuransi kesehatan,
asuransi pendidikan, tabungan perumahan rakyat, dan kesejahteraan lain; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sumber daya manusia aparatur me'liputi
program pensiun, tabungan hari tua, uang duka wafat, dan batas usia pensiun,
asuransi kematian, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, tabungan perumahan
rakyat, dan kesejahteraan lain.

Pasal 170

Bidang Usaha Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:
a. Subbidang Pensiun; dan
b. Subbidang Fasilitas Kesejahteraan.

Pasat 171

(1) Subbidang Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pensiun sumber daya
manusia aparatur meliputi program pensiun, tabungan hari tua, uang duka wafat,
serta batas usia pensiun.

(2) Subbidang Fasilitas Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang fasilitas
kesejahteraan sumber daya manusia aparatur meliputi asuransi kesehatan, asuransi
pendidikan, asuransi kematian, tabungan perumahan rakyat, dan kesejahteraan lain.

BAB VI
DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA

Bagian...
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Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 172

(1) Deputi Bidang Tata Laksana adalah unsur pelaksana Kementerian PAN dan RB
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Deputi Bidang Tata Laksana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 173

(1) Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana.

(2) Dalam melaksanakanltugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang
Tata Laksana secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 174 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 173, Deputi Bidang Tata
Laksana menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
b. koordingsi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;

¢. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 175
Deputi Bidang Tata Laksana terdiri atas:

a. Asisten Deputi Tata Hubungan Pényelenggaraan Pemerintahan;
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b. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrési Umum Pemerintahan;
c. Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana;
d. Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan; dan

e. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi
Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 176

Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata
hubungan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Asisten Deputi
Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata hubungan penyelenggaraan
pemerintahan;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan
penyeﬁenggaraan pemerintahan; dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.

Pasal 178
Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas :
a. Bidang Tata Hubungan Pemerintah Pusat; dan

b. Bidang Tata Hubungan Pemerintah Daerah.

Pasal...
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Pasal 179

Bidang Tata Hubungan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan
antar lembaga pemerintah pusat, dan tata hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah.

Pasal 180

‘ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Tata
Hubungan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata hubungan antar lembaga
pemerintah pusat, dan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; dan

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan antar
. lembaga pemerintah pusat, dan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

®

Pasal 181
Bidang Tata Hubungan Pemerintah Pusat terdiri atas:
a. Subbidang Tata Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Pusat; dan

b. Subbidang Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

(™ . Pasal 182

| (1) Subbidang Tata Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Pusat mempunyai tugas
1 melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
| bidang tata hubungan antar lembaga pemerintah pusat.

|

(2) Subbidang Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 183

Bidang Tata Hubungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan antar
pemerintah daerah.

Bagian...
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Bagian Keempat

Asisten Deputi
Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan

Pasal 184

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi di bidang pengembangan
sistem administrasi umum pemerintahan. :

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Asisten Deputi
Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. analisis dan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang sistem
administrasi umum;

. b. penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang standardisasi sistem
administrasi umum; dan

Iy

c. pelaksanaan tugas lain yéng diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.

Pasal 186.
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan terdiri atas:
a. Bidang Analisa Sistem Administrasi Umum; dan

b. Bidang Standardisasi Sistem Administrasi Umum.

Pasal 187

Bidang Analisa Sistem Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis
dan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang sistem
- administrasi umum.

Pasal...
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Pasal 188

Bidang Standardisasi Sistem Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi
sistem administrasi umum.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang
Standardisasi Sistem Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan otomatisasi
administrasi; dan .

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi
otomatisasi administrasi.

Pasal 190
Bidang Standardisasi Siste;m Administrasi Umum terdiri atas:
a. Subbidang Standardisasi Administrasi Kesekretariatan; dan

b. Subbidang Otomatisasi Administrasi.

Pasal 191

(1) Subbidang Standardisasi Administrasi Kesekretariatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
standardisasi administrasi kesekretariatan.

(2) Subbidang Otorﬁétisasi Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang otomatisasi
administrasi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi
Standardisasi Sarana dan Prasarana

Pasal...
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Pasal 192

Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi
sarana dan prasarana.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Asisten Deputi
Standardisasi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

*

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi sarana dan prasarana,

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyusunan pedoman di bidang
standardisasi sarana dan prasarana; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.

Pasal 194 .
Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana terdiri atas:
a. Bidang Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana; dan

b. Bidang Pengembangan Standardisasi Sarana dan Prasarana.

Pasal 195

Bidarly Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyusunan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang
Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan di bidang penyusunan standardisasi sarana dan
prasarana kerja; dan

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan
standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal...
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Pasal 197

Bidang Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana terdiri atas:

a. Subbidang Penyusunan Standardisasi Sarana Kerja; dan

b. Subbidang Penyusunan Standardisasi Prasarana Kerja.

Pasal 198

(1) Subbidang Penyusunan Standardisasi Sarana Kerja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyusunan standardisasi sarana kerja.

(2) Subbidang Penyusunan Standardisasi Prasarana Kerja mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang penyusunan standardisasi prasarana kerja.

Pasal 199

©

Bidang Pengembangéjn Standardisasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Sistem'dan Prosedur Pemerintahan

Pasal 200

Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

. pengembangan sistem dan prosedur pemerintahan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Asisten
Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan
prosedur pemerintahan; . '
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¢. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan

prosedur pemerintahan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.

Pasal 202
Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan terdiri atas:
a. Bidang Penyusunan Sistem dan Prosedur; dan

b. Bidang Standardisasi Sistem dan Prosedur.

Pasal 203

Bidang Penyusunan Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan

prosedur pemerintahan.
| Pasal 204

©

Bidang Standardisasi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi sistem dan
prosedur pemerintahan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang
Standardisasi Sistem dan Prosedur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi sistem dan
prosedur; dan

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi sistem
dan prosedur.

Pasal 206
Bidang Standardisasi Sistem dan Prosedur terdiri atas:
a. Subbidang Standardisasi Sistem dan Prosedur Pusat; dan
b. Subbidang Standardisasi Sistem dan Prosedur Daerah.

Pasal...
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Pasal 207

(1) Subbidang Standardisasi Sistem dan Prosedur Pusat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
standardisasi sistem dan prosedur pada tingkat pusat.

(2) Subbidang Standardisasi Sistem dan Prosedur Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang standardisasi sistem dan prosedur pada tingkat daerah.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan

Pasal 208

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Asisten Deputi
Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan
_pemerintahan;

b. evaluadi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
ketatalaksanaan pemerintahan; dan

c. pelaksanaan tuéés lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.
Pasal 210

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan terdiri atas:

a. Bidang Pemantauan dan Analisis; dan

b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal...
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Pasal 211

Bidang Pemantauan dan Analisis mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan
analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan.

Pasal 212

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan
pemerintahan.

Pasal 213,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bidang Evaluasi
dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan
- pemerintahan; dan

-

b. penyiapan bahan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
ketatalaksanaan pemerintahan.

Pasal 214
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :
a. Subbidang Evaluasi; dan

b. SJbbidang Pelaporan.

Pasal 215

(1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi
tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan.

(2) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan.

BAB...
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BAB XI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

Bagian Pertama,

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

)

Pasal 216

(1) Deputi Bidang Pengawasén dan Akuntabilitas Aparatur adalah unsur pelaksana
Kementerian PAN dan RB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Apara;tur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 217

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Kementerian.

Pasal 218

«

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;

. b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas
aparatur,;

¢. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian...
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Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 219
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur terdiri atas:
a. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas;
b. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
c. Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi; :

d. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Pusat; dan :

e. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Peﬁgembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Pasal 220

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pentiembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Asisten Deputi
Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja  Aparatur
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pedoman
sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
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¢c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di

bidang pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur;

d. pengembangan sistem informasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur;
dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh’ Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 222
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas terdiri atas:
a. Bidang Pengembangan Sistem Pengawasan; ' :
b. Bidang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur; dan

¢. Bidang Sistem Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Pasal 223

Bidang Pengembangan Sistem Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengembangan sistem pengawasan.

Pasal 224

Bidang Péngembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bidang
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem perencanaan
strategis dan pengukuran kinerja, serta sistem pelaporan dan evaluasi akuntabilitas
kinerja aparatur; f
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b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem
perencanaan strategis dan pengukuran kinerja, serta sistem pelaporan dan evaluasi
akuntabilitas kinerja aparatur; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pengembangan sistem perencanaan strategis dan pengukuran kinerja, serta
sistem pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur.

i

Pasal 226
Bidang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur terdiri atas:
a. Subbidang Pengembangan Perencanaan Strategi§ dan Pengukuran Kinerja; dan

b. Subbidang Pengembangan Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Pasal 227

(1) Subbidang Pengembangan Perencanaan Strategis dan Pengukuran Kinerja
'mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan’;di bidang pengembangan sistem perencanaan strategis dan
pengukuran kinerja.

(2) Subbidang Pengembangan Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang
masalah atau kegiatan di bidang pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi
akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 228

Bidang Sistem Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pengembangan sistem informasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bidang Sistem
Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, menyelenggarakan fungsi:

a. ..
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi
pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem
informasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pengembangan sistem informasi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
aparatur.

Pasal 230

Bidang Sistem Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur terdiri atas: ‘
a. Subbidang Sistem Informasi Pengawasan; dan -

b. Subbidang Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Pasal 231

(1) Subbidang Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan:dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengembangan sistem informasi pengawasan.

(2) Subbidang Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
-serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan
di bldang pengembangan sistem informasi akuntabilitas kinerja aparatur.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Pasal 232

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan I[nternal Pemerintah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pengembangan sistem pengawasan internal pemerintah.

Pasal...



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

-63 -
Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Asisten Deputi
Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengawasan
internal pemerintah;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan S|stem
» pengawasan internal pemerintah;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pengawasan internal pemerintah; dan d

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh- Deputl Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 234
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah terdiri atas:
a. Bidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah;
b. Bidang Tindak Lanjut Fglasil Pengawasan Fungsional; dan

c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 235

Bidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah mempunyai tugas
melaksanaKan penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan internal pemerintah.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Fasilitasi
Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan fasilitasi koordinasi perumusan, kebijakan di bidang sistem
pengawasan internal pemerintah; dan

b. penyiapan bahan fasilitasi koordinasi pelaksanaan Kkebijakan di bidang
pengembangan sistem pengawasan internal pemerintah.

Pasal...
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Pasal 237
Bidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah terdiri atas:
a. Subbidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah Pusat; dan

b. Subbidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Intérnal Pemerintah Daerah.

' Pasal 238

(1) Subbidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah Pusat mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan sistem pengawasan internal pemerintah pusat.

(2) Subbidang Fasilitasi Koordinasi Pengawasan ' Internal Pemerintah Daerah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi koordinasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengawasan internal
pemerintah daerah.

Pasal 239

Bidang Tindak Lanjut Haé‘il Pengawasan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak lanjut
hasil pengawasan fungsional.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bidang Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tindak lanjut hasil pengawasan
(TLHP) aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK); dan

" b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak lanjut hasil
pengawasan (TLHP) aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 241

Bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional terdiri atas:
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a. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Pemerintah; dan

b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 242

(1) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Pemerintah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang TLHP APIP.

(2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang TLHP BPK.

Pasal 243

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Internal Pemerintah mempunyai tugas
melaksanakan pemantayan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang
masalah atau kegiatan di bidang pengawasan internal pemerintah.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi

Pasal 244

Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengawasan masyarakat dan pemberantasan korupsi.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi
Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan masyarakat dan
pemberantasan korupsi;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan masyarakat
dan pemberantasan korupsi; ’
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c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pengawasan masyarakat dan pemberantasan korupsi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

) Pasal 246
Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat;
b. Bidang Fasilitasi Pengembangan Program Anti Korupsi; dan
c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Kbrupsi.
Pasal 247

Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pehgawasan dan pengaduan masyarakat
pada tingkat pusat dan daerah;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengaduan
masyarakat pada tingkat pusat dan daerah; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat pada tingkat pusat dan
daerah.

Pasal 249
Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Pusat; dan
b. Subbidang Pengawasan dan Perig;'aduan Masyarakat Daerah.

Pasal...
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Pasal 250

(1) Subbidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Pusat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah
atau kegiatan di bidang pengawasan dan péngaduan masyarakat pada tingkat
pusat.

(2) Subbidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalgh
atau kegiatan di bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat pada tingkat
daerah. ’

Pasal 251

Bidang Fasilitasi Pengembangan Program Anti Korupsi mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi
pengembangan program anti korupsi.

Pasal 252

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta analisis
dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi.

Pasal 253

Dalam melaksanéi(an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bidang
Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi; dan

b. analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi. -

Pasal 254

-

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
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a. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Pusat; dan

b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Daerah.

Pasal 255

(1) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Pusat mempunyai
' tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pemberantasan korupsi pada tingkat pusat. .

(2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Daerah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pemberantasan korupsi pada tingkat daerah.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemantauan Dan Evaluasi
Akunt_a"bilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat

Pasal 256

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta analisis dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah pusat. ..

Pasal 257

* Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Asisten Deputi

Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pada kementerian dan
lembaga;
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b. analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pada
kementerian dan lembaga; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 258

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerjntah
Pusat terdiri atas:

a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian; dan

b. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga.

Pasal 259

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pada
kementerian.

Pasal 260

Dalam* melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bidang
Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  Aparatur Kementerian,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perUmusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pada kementerian;

b pemantauan dan analisis di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur

pada kementerian; dan

c. evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pada kementerian.

Pasal...
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Pasal 261

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian terdiri
atas:
a. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian |; dan

b, Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian I1.

Pasal 262

(1) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian 1 mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan
tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur kementerian |, sesuai penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

(2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kementerian Il mempunyai tugas
“melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan
tentang masa!ahféatau kegiatan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur kementerian |l, sesuai penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur. '

Pasal 263

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga, mempunyai
tugas -melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pada
lembaga.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang

Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur lembaga;

b. pemantauan dan analisis di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
lembaga; dan .
C. ...
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c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur lembaga.

Pasal 265
Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga terdiri atas:
a. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga I; dan
by. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga II.

Pasal 266 -

(1) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga | mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tentang
masaiah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
lembaga |, sesuai penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur. ‘ .

(2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Lembaga | mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tentang
masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
lembaga 1l, sesuai penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur,

Bagian Ketujuh

" Asisten Deputi Pemantauan Dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Pasal 267

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta analisis dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah daerah.

Pasal...
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Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Asisten Deputi
Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaén kebijakan di bidang pemantauan

dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah
wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur;

b. analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah daerah wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur; dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 269

Asisten Deputi Pemantatan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Daerah terdiri atas: ‘

a. Bidang Pemantauan dén Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Barat;

b. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Tengah; dan

c. Bidang‘Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Timur.

Pasal 270

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

- Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pada pemerintah daerah wilayah barat.

Pasal...
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Pasal 271

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pada pemerintah daerah wilayah tengah.

)

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bidang
Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah
Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan Kkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah wilayah tengah;

b. pemantauan dan analisis di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah daerah wilayah tengah; dan

c. evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah daerah wilayah tengah.

Pasal 273

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Tengah terdiri atas:

a. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Tengah I; dan
b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Tengah Il.

Pasal 274

(1) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Tengah |
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Tengah |, sesuai
penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

)...
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(2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Tengah |l
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Dagrah Wilayah Tengah Il, sesuai
penugasan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Pasal 275

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta analisis dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pada pemerintah daerah wilayah timur.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bidang
Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah
Timur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah wilayah timur,

b. pemantauan dan analisis di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah daerah wilayah timur; dan

c. evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah daerah wilayah timur.

Pasal 277

| Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Wilayah Timur terdiri atas:

a. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Timur I; dan

b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Timur II.

Pasal...
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Pasal 278

(1) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Timur |
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah wilayah timur |, sesuai penugasan
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

(2’) Subbidang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Timur I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, penyiapan bahan evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah wilayah timur |, sesuai penugasan
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

BAB VIl
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 279

(1) Deputi Bidang Pelayanan‘Puink adalah unsur pelaksana Kementerian PAN dan RB
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Deputi Bidang Pelayanan Publik dipimpin oleh Deputi.

Pasal 280

(1) Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang
Pelayanan Publik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal...
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Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 280, Deputi Bidang
Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

~a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di
' bidang pelayanan publik; dan

d. pelaksanaan tugas yang dviberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. ’

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 282
Deputi Bidang Pelayanan Publik terdiri atas:
a. Asisten Deputi Perumuéan Kebijakan Pelayanan Publik;
b. Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan;
¢. Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian;
d. Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan

e. AsistenDeputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik

Pasal 283

Asisten Deputi Perumusan kebijakan Pelayanan Publik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik.

Pasal...
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Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan
publik;

b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang

' pelayanan publik; ~ '

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pelayanan publik; dan x

d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Pasal 285
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik terdiri atas:
a. Bidang Analisis dan Penyiapan Penyusunan Kebijakan; dan
b. Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 286

Bidang Analisis dan Penyiapan Penyusunan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan
analisis dan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pelayanan publik.

Pasal 287

¥

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bidang Analisis
dan Penyiapan Penyusunan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

a. analisis kebijakan di bidang pelayanan publik; dan

~ b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan publik.

Pasal 288 '
Bidang Analisis dan Penyiapan Perumusan Kebijakan terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Kebijakan; dan
b. Subbidang Penyiapan Penyusunan Kebijakan.

Pasal...
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Pasal 289

(1) Subbidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan di
bidang pelayanan publik.

(2) Subbidang Penyiapan Penyusunan Kebijakan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelayanan publik.

Pasal 290

Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pelayanan publik.

)

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan

Pasal 291

Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan _iéoordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan dan
standardisasi pelayanan.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Asisten Depulti
Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan
standardisasi pelayanan publik;

~ b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pengembangan dan standardisasi pelayanan publik; dan

c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Pasal 293
Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan terdiri atas:

a. Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik; dan
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b. Bidang Standardisasi Pelayanan.

Pasal 294

Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik- mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan sistem
pelayanan publik. ‘ '

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diméksqd dalam Pasal 294, Bidang
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
sistem pelayanan publik; dan

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan di bidang pengembangan sistem pelayanan publik.

Pasal 296
Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik terdiri atas:
a. Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik I; dan

b. Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanah Publik 11.

*

Pasal 297

(1) Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik | mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengembangan sistem pelayanan publik |, sesuai penugasan Deputi Bidang
Pelayanan Publik.

(2) Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Publik il mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang
pengembangan sistem pelayanan publik Il, sesuai penugasan Deputi Bidang
Pelayanan Publik. -

Pasal...
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Pasal 298

Bidang Standardisasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan
tentang masalah atau kegiatan di bidang standardisasi pelayanan.

Bagian Keempat _

Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian

Pasal 299

)

Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan :
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Asisten Deputi
Pelayanan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:’

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang
perekonomian;

b. pemantauan, analisis, evéluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian; dan

¢. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Deputi' Bidang Pelayanan Publik.

~ Pasal 301
Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian terdiri atas:
a. Bidang Pelayanan Perekonomian Pusat; dan

" b. Bidang Pelayanan Perekonomian Daerah.

Pasal 302

Bidang Pelayanan Perekonomian Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian pada
tingkat pusat.

Pasal...
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Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bidang
Pelayanan Perekonomian Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang
perekonomian pada tingkat pusat; dan '

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
» kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian pada tingkat pusat.

Pasal 304
Bidang Pelayanan Perekonomian Pusat terdiri atas:’
a. Subbidang Perekonomian Pusat |; dan

b. Subbidang Perekonomian Pusat |l.

Pasal 305

(1) Subbidang Perekononiian Pusat | mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
perekonomian |, sesuai penugasan Deputi Bidang Pelayanan Publik.

(2) Subbidang Perekonomian Pusat |! mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan pubiik di bidang
perekonomian Hl, sesuai penugasan Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Pasal 306

. Bidang Pelayanan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang perekonomian pada
tingkat daerah.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal...
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Pasal 307

Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang kesejahteraan
- sosial.

‘Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Asisten Deputi
Pelayanan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan _pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial;

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial; dan

c. . pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Pasal 309
Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
a. Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pusat; dan

b. Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Daerah.

Pasal 310

Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pusat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial pada tingkat pusat.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial pada tingkat pusat; dan
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b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial pada tingkat pusat.

Pasal 312
Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pusat terdiri atas: -
a. Subbidang Kesejahteraan Sosial Pusat I; dan

b. Subbidang Kesejahteraan Sosial Pusat Ii.

Pasal 313

(1) Subbidang Kesejahteraan Sosial Pusat | mempunyéi tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial pada tingkat pusat 1, sesuai penugasan Deputi Bidang
Pelayanan Publik.

(2) Subbidang Kesejahteraan Sosial Pusat It mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial pada tingkat pusat W, sesuai penugasan Deputi Bidang
Pelayanan Publik.

Pasal 314

Bidang Pelay?anan Kesejahteraan Sosial Daerah mempunyai fugas melaksanakan
penyiapan koordinasi pelaksanaan Kkebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan faporan fentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
kesejahteraan sosial pada tingkat daerah.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan

Pasal...
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Pasal 315

Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di
bidang pemerintahan umum, hukum, dan keamanan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Asisten Deputi .

Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakari pglayanan publik di bidang
pemerintahan umum, hukum, dan keamanan;

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum, dan keamanan;
dan

¢. pelaksanaan tugas yané diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik
Pasal 317
Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:
a. Bidang Pelayanan Pemerintahan Umum; dan
b. Bidang Pelayanan Hukum dan Keamanan.
Pasal 318

Bidang Pelayanan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
. laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang pemerintahan umum.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang
Pelayanan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di bidang
pemerintahan umum; dan ‘
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b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau
kegiatan pelayanan publik di bidang pemerintahan umum.

Pasal 320 .
Bidang Pelayanan Pemerintahan Umum terdiri atas:
2. Subbidang Pemerintahan Umum Pusat; dan

b. Subbidang Pemerintahan Umum Daerah.

Pasal 321"

(1) Subbidang Pemerintahan Umum Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
pemerintahan umum pada tingkat pusat.

(2) Subbidang Pemerintahan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, dan
penyusunan laporan’tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang
pemerintahan umum pada tingkat daerah.

®

Pasal 322

Bidang Pelayanan Hukum dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
laporan tentang masalah atau kegiatan pelayanan publik di bidang hukum dan
keamanan.

BAB X
STAF AHLI

Pasal 323

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

@)...
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Kementerian.

Pasal 324
Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 terdiri atas :
a. Staf Ahli Bidang Hukum;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
c. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen,;
d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi bae[ah; dan

e. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Pasal 325

(1)‘ Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai
masalah hukum.

(2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengenai masalah kebijakan publik.

(3) Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengenai masalah sistem manajemen.

(4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi mengenai masalah otonomi daerah.

- (5) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengenai masalah budaya kerja aparatur.

BAB...
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BAB XI
INSPEKTORAT KEMENTERIAN

Pasal 326

(1) Inspektorat Kementerian adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan
, bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Kementerian.

(2) Ihspektorat Kementerian dipimpin oleh seorang Inspektur Kementerian. :

Pasal 327

Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugjas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Inspektorat
Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

¢. ‘pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

Pasal 329
Inspektorat Kementerian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal...
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Pasal 330

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan tata
usaha di lingkungan Inspektorat Kementerian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata
Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kementerian dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol.

Pasal 331

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan atau
membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat
Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk oleh Inspektur Kementerian.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
-kerja.

(4) Jenis dan jenjang ‘jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundahg-undangan yang berlaku.

BAB Xt
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

" Pasal 332

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian PAN dan RB mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 333

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, terbagi
dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2)...
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(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon
Il sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
' berdasarkan peraturan perundang-undangan. '

BAB XIll
TATAKERJA

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Kementerian PAN dan RB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Kementerian PAN dan RB serta dengan instansi lain di luar lingkungan
Kementerian PAN dan RB sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 335

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB waijib
menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang
memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uiji silang.

Pasal 336

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB waijib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 337

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB -
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal...
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Pasal 338

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 339

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabifitas
kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 340

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi waijib dioiah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Pasal 341

Para Deputi, Staf Ahli dan Inspektur Kementerian menyampaikan laporan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selanjutnya
Sekretaris Kementerian menghimpun laporan-laporan tersebut dan menyusun laporan
Kementerian PAN dan RB.

*

Pasal 342

Dalam menyambaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi fain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 343

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, di lingkungan Deputi
dapat menerapkan pola kerja yang bersifat tim.

@)...
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(2) Berdasarkan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang di lingkungan
Deputi yang tidak membawahkan Subbidang dapat dibantu oleh Kepala Subbidang
pada Bidang lainnya dan/atau jabatan fungsional umum sesuai dengan penugasan
Deputi yang bersangkutan.

BAB Xill
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 344

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

»

Pasal 345

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat
yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian PAN dan RB tetap melaksanakan
tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 346

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal...
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Pasal 347

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
X pada tanggal 4 Juni 2010

MENTERI NEGARA >
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

.

EXE. MANGINDAAN




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

e NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

oy

MENTERI NEGARA
PAN DAN RB

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

INSPEKTORAT

STAF AHLI BIDANG HUKUM \ PAN DAN RB

STAF AHLI BIDANG KEBIJAKAN PUBLIK / \ .

STAF AHLI BIDANG SISTEM MANAJEMEN . I 1

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN & OTDA : '

STAF AHL! BIDANG BUDAYA KERJA APARATUR ; BIRO BIRO BIRO HUKL
. UMUM PERENCANAAN DAN HUM!/

DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDA!
PROGRAM DAN DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PELAYANAN
REFORMASI KELEMBAGAAN SDM APARATUR TATA LAKSANA AKUNTABILITAS PUBLIK
BIROKRASI APARATUR
"
ASDEP
ASDEP ASDEP
ASDEP ASDEP KOORDINASI DAN ASDEP
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN EVALUASI SISTEM ORI EL AN P AN DM PERUMUSAN KEBLJA
PROGRAM PAN DAN RB KELEMBAGAAN MANAJEMEN SDM PELAYANAN PUBL
APARATUR. PEMERINTAHAN AKUNTABILITAS
s
et
ASDEP ASDEP
ASDEP ASDEP
KOORDINAST ASDEP ASDEP PENGEMBANGAN SISTEM |
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN POLITIK, PERENCANAAN SDM ADMINISTRASI UMUM PN T AL P s
PROGRAM PAN DAN RB HUKUM, DAN KEAMANAN APARATUR PEMERINTAHAN P EMERINTAH PELAYANAN
PUSAT
S
T
ASDEP ASDEP ASDEP
KOORDINASI ASDEP ASDEP STANDARDISAST PENIERSAN ASDEP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SDM SARANA DAN PRASARANA My LN PELAYANAN
PROGRAM Fiony DAN RB PEREKONOMIAN I APARATUR PEMBERANTASAN KORUPST PEREKONOMEAN
AS ASDEP ASDEP P ———————
DEP PENGEMBANGAN SISTEM
ASDEP PEMANTAUAN DAN
PEMANTAUAN DAN ASDEP" DAN PROSEDUR ASDEP
EVALUASI PROGRAM PAN KELEMBAGAAN PENEGAKAN INTEGRITAS PEMERINTAHAN B A T OTLRTAS PELAYANAN
DAN RB PUSAT PEREKONOMIAN 11 PEMERINTAH PUSAT KESEJAHTERAAN SO
e
U
ASDEP ASDEP ASDEP ASDEP
PEMANTAUAN DAN ASDEP ASDEP PEMANTAUAN DAN PEMANTAUAN DAN PELATANAN
EVALUAST PROGRAM PAN ese KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SDM EVALUASI EVALUAST AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN UM
AHTERAAN RAKYAT APARATUR KETATALAKSANAAN M DAN KEAMA
DAN RB DAERAH PEMERINTAH DAERAH HUKUM DA

C

C

-
‘



NMYW3IvVygy ga nvaouvwaag

ISVATTVA3 NVQ NYNVINVIW3d
ONvaIg

ASDEP
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PROGRAM P.

DAN RB DAERAH

HY¥3VA NVd WY390ud
ISVNTVAI NVA NVNVINVW3Id
ONvValg

[ TYNOISONND NYLVEYF HOJWOIIN _

1vSNd 9 WviaSoud
ISYATVAI NVA NVNVINVINId
SNVQIg

ASDEP
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PROGRAM PAN

DAN RB PUSAT

LVSNd NVd WYidDOud
ISYNIVYAI NVA NVNVINVW3d
ONvVaIg

1 TYNOISONNA NVLVEYI XOdWOTIN !

HYY¥3va
2 WVHO0Yd NVVYNVSMVI3d
ISVNIGHOOM NVJVIANZd
ONvVaIg

ASDEP
KOORDINASI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAERAH

PROGRAM PAN DAN RB

DEPUTI BIDANG PROGRAM
DAN REFORMASI BIROKRASI

HVi3va
NVd WVHD0Ud NVYNVYSHVIId
ISYNIQUOOX NVdVIANId
ONvaIg

| IUNOISONNA NYLYAVF YOJWOT13N

71

1
'
il

STRUKTUR ORGANISASI

1vsnd
g WVEO0Ud NYVNVSHVYTI3d
ISVNIQHOOMN NYdVIANId
ONvaIg

ASDEP
PUSAT

KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN

DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM PAN DAN RB

ivsnd
NVd WVHU90¥d NVVYNVSHVI3Id
ISYNIQUHOOX NVdVIAN3d
DNvQIg

e e e i e
TYNOISONNS NVLYEYI HOJWOI3N _

g9 NVd NVd
WVH90Ud ISVIWIYOINI
NVQ Vivd NVHY109N3d
ONVQaIg

ASDEP

ISVidiou1g
ISYWH043d WYVHO0Ud
NWVIVCIG3IN NVJVIANId
ONVQId

_\ TWYNOISONNI NVLYBVI XOJWOTIN %

PERUMUSAN KEBIJAKAN
PROGRAM PAN DAN RB

NVd WYHO0Ud
NVMVCISIN NVdVIANId
ONvaIg




LVOIVY NVVHILHVIS3IN
NVYVOVEWIIIN
NVYONVEWILI3d NVdVIANAd
ONvVQIg

ASDEP

| ._<ZO_WOZDm z<._.<m<—. xoms_o._m

] Bl
1
I
J

KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

LYANVY NYVHILHYLISIA
NVVOVEWIIIN
ISVNTVAI NVQ VSITVNY
DNVQIg

LYV NYVYILHYISIN
NVYVOVEWIIIN ISVNTIVAI
ONvaIgans

LVANVH NYVHILHVEISIN
NVVOVEIWIIIN VSITYNY
ONvargans

II NVIWONOXIY3d
NVVOVEWITIN
NVONVIWILYId NVAVIANId
ONVQIg

,, u_<zo_w023n_ z<._.<m<q.v_0n=>_04m¥ _

ASDEP
KELEMBAGAAN
PEREKONOMIAN II

II NVIWONOXIY3d
NVYVOVEWITIN
ISVNTVAI NVQ VSITVNV
ONvaIg

II NVIWONOXI¥3d
NVYVOVIWIIIN ISVATVYAT
ONVQIgans

II NVINONOM3Y3d
NVYVOVEWITIN VSTIVNY
ONVQIgaNns

I NVIWONOX3¥3d
NVVDVYEWI 1IN
NVONVEWILY3d NYdVIANId
ONvalg

RS- T S N

_ ._<zo_w023u z<.~<m<_. v.On_s_O‘_mx w

R, R

-ASDEP
KELEMBAGAAN
PEREKONOMIAN I

DEPUTI BIDANG
KELEMBAGAAN

I NVIWONOMIu3d
NVVOVEWI 1A
ISVNTVAI NVQ VSITYNY

. ONVaIg

I NVIWONO)3Y3d
NYVOVEWITIN ISVNTVAI
ONvaIgans ©

I NVIWONOX3H3d
NYVOVEWITIIN VSITVNY
ONvargagns

STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

NVYNVIWVIN NVA ‘WNINH
‘NILIT10d NYVOVEWITIIN
NVONVIWILY3Id NVdVIANId
ONVQIg

VS R

| 4<zo_m023u z<.—<m<... v_On_s_O:_mv_ g

e e ]

ASDEP
KELEMBAGAAN POLITIK,

HUKUM, DAN KEAMANAN

NVNVWVIN NVA ‘WMINH

NILITOd NVVOVEWITIN

ISVNTVAI NVQ VSITYNY
DNVAIS

NVNVWVIN NVa ‘WNINH
NILITOd NYVOVEWITII ISYNIVAI
ONvVaIgans

NVNVIWV3I) NVQ
‘WMINH NLLIT0d NYYOVEWT 1IN VSITYNY
ONvargans

NYVOVAWITIN NWIVCIgIN
NVSNWNYH3d ISYNIVAS
ONVQIg

ﬁ J<zo_w023u z<._.<m<_. XOn_s_O._mv. ;
L

ASDEP
PERUMUSAN KEBIJAKAN

KELEMBAGAAN

NVVOVEWITIN NVIVCIEIN
NVSNIWNY NVNNSNANId
ONYaIg

HYY3VYd NYYOVEWI1IN
NVIVIIEIN NVSNWNY NVNNSNANId
ONvaIgans

1vSNd NYVOVEWI 1
NYIV(IE3IN NVSNIWNY NYNNSNANId
ONvQIgans




AUNLVAVYIY
WAS NYVYILHVISIM VHVSN
SNvAIg

NYVYILHVY(ISIN SYLITISYY
argans

NNISN3d
argans

ASDEP

APARATUR

KESEJAHTERAAN SDM

AUNLYAVYIY
WAS NVONVCNNL NVQ ICVYD
ONvaig

NVONVINAL
aigans

1vo
argens

UNLVEVYIY
WAs WINH NYINANAa3Ix
ISVLINISV4 NVQ VOHINIA
ONVAIg

ASDEP

4<Zo_w023.._ Z<._.<m<... XOms_O._wv_ H

L i

M,:» .‘

SDM APARATUR

PENEGAKAN INTEGRITAS

UNLVHYAVY WAS
YQRIDI SO13 Nvd NITdISIA
ONvdalg

UNLVAVIVY WAS
NVHILY13d NVA NYIIAIGN3d
ONvVaIg

ASDEP

DEPUTI BIDANG
APARATUR

SDM APARATUR

PENGEMBANGAN SDM

: UNLVUVAY
, WaS NV.LVav[ YVANVLS
oNvalg

[ TS

._<20_m623m z<._.<m<... v_OmEO._wv. .

e S |

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

YNLVAVAY WAS NIWLNUNTY
ONVQIg

ASDER

YNLVIVIY
Was ISYWHO4d NYNNSNAN3d
ONVaIg

T —

F.—(ZO_mGZDu_ z<._.<m<_. MOdNOTIIN *

APARATUR

PERENCANAAN SDM

YNLVAVIY
WAs NVYHNLNG3IN VSITVYNY
ONVQaIg

YNLVIVIY
WAS NIWICYNVI WIALSIS
NV¥0dVI3dd NVd ISVNTVAI
ONvaIg

ASDEP
KOORDINASI DAN
APARATUR

EVALUASI SISTEM
MANAJEMEN SDM

UNLVAVAY WAS NIWILYNVYIN
W3LSIS NVVYNVSHVIId
ISVNIQUOOX NVAVIAN3d
DNvaIg

h« TYNOISONNI NVAVEVH MOdIROTIIN




NV30dVvidd
‘agigans
= .
Z S | — Nveodviadnvasvnivaa
a 2 SNVaIg
zh Tatgans.
ad<an
FEEE
x2S M
Qe S
iy M _ TYNOISONNA NYLVEYF XOdWOTIIN “
55| — —
a ¥ SISITVNV NVA NVNVINVW3d
ONvaIg
HYd3ava
AUNAISOUd NVQA WILSIS ISVSIGUVANYLS
‘qraans
Z ¥NAIS0Ud
B —] NVQ W3LSIS ISVSIQYVANVLS
HEZ 9NValg 1vsnd
no<g UNAISOUd NVA WILSIS ISYSIQUVYANYLS
= QX *‘aIaans
o. P w <
WS-
afoz — R ‘
2 <a m | IYNOISONNI NVLVEVF YOdWOT3N |
N 1 A |
E=n
Haa o YNA3SOYd
> NVQ WI1SIS NVNNSNAN3d
< . iw oNvaId
4
- .
N0 :
< X < VNVHVSVid
N g Z NVQ VNVHVS ISVSIGUVANVLS
> = e — NVONVEWIONId
g < m < Q< ONvaIg
| o) a2 mm B
O« |58 ek | TYNOISONNI NVLYEVF YOJWOTaN |
2 |52 nge o ivavroaon |
Oo |3 LEES
o E < Z VO3 VNVHVSVHd
4 a2k S ISVSIQYVANVLS NVNASNANId
D | & = 7 3 |  vNwivsviud Nva YNViYS arasns
=n =) & ISVSIQUVANV.LS NVNNSNAN3d
Y 5 S ONvarIg —
U VNVYVS ISVSIQUVANVLS NYNNSNANId
R s ‘argens
=5
s [« ISVULSINIWGAYVY ISVSILVWOL10
w = qaigans
a w W WNWN ISVYISINIWAY
& = —{  W31SIS ISVSIQYVANVIS
nsS« 9Nvaie NVLVINVLIUNISIN
= = ISYH1SINIWQY ISYSIQUVYANVYLS
agndg ‘argens
1] =
9=z |-
G e e
) = m | TYNOISONN NVLVEVI HOdNOT3N |
U U U |
EEG
= - WNWN ISVYLISININGY
=2 W31SIS VSTIVNY
o ONvaIg
- Hvy¥3ava
z =z —1 HVINI¥IW3Id NVONNENH V1Vl
= m z ONvaIg
gz e
aSg | TYNOISONN NYLVEYT HOJWO T3 ;
asge | —
7]
T
< <o HVJ3VA NV LYSNd
= D= —_M.- HVLINRIIW3d NVONNGNH ViVL
2za ) 1VSNd HYINTHIW3d araans
w NVONNENH V1V1
ONvaIg
1VSNd HYINDIIWIL
VOVEWIT HVINY NVONNENH V1Vl
‘aigans




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

11 BAWIL HYAYIIM HYH3IVQ HYLINIYIWId
UNLYHYAY VORIINDI SYLTTISVINNIY a196nS

DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

NVSVMVYON3d WILSIS NVONVEWIONId
ONvaIg

ry UNWIL HYAVIIM HVHIVQ HVINIYIW3d
2« UNLVIVAY YRIINDE SVLITIAVINMIY "
- m m ISVYNTIVA3 NVA NVNYINVIWId DNVAIg: T UNWIL HYAYHM HYY3va HYLNDIIWAd
e L had YNLVUVAY YCHINIA SYLTTIGVINMIY aIeens
<
255
X w II HYONIL HVAVIIM HYYIVa HYINDMIWAd
aZsn s T WNLVEVAY vL4INDI SYLTIGVINAYY a1gans
w m <5 M HVONIL HVAVTIM HVY¥3Vd HYANDIIWId
afrka UNLVHYY VOIINDI SYLITISVINANY
M Zdy< ISVNIVAZ NVa NYNVINVIW3d DNvaIg I HVONIL HVAVIIM HYHIYQ HYINDIIWId
M ri=1=) ¥N1VHYJY VOUINDI SYATIGVINANY aIans
<<k
b=
] e —
< w Mn. TYNOISONNS NYLVEYF HOJWOTIN
Zg<
w<
o 1vuvd HYAVIIM HYH3Va HYINTNIWId
UNLVYVIY VOIINDI SYLITIAVINOIY
ISVNIVA3 NVA NVNVINVIKId ONvaIg
(2] 11 vOVEWIT
m UYNLVUVAY YCHIINII SYATTIGVINNNY gIgans
ot YOVaWI1
<=2 % UYNLYYVIY YOIINDI SVLIISVINOIY
aat=3 ISVAIVAZ NVa NVNVINVIW3d ONVAld 1 VOvana
> < M a YALVHYAY YOIINDI SYLITIGVINNNY a18ans
agb«
TEEPE
<=
V= Z
<<
< nNn DR II NVIUZLNIWIN
(7] g NVINILNIWIN UNLVEVAY YOIINDE SVIIGVINNIY aIgans
ZZ>> ANLVHYAY VOIINDI SYLTTIGVINANY
BoBi ISYN1VA3 NYQ NVNVLNVIWAd DNVQIE
< Xa T NVIUIANIWIN
w UNLVIVYAY YOIINDI SYANIAVINNNY algans
. HVYIVA ISINYON NYSYINVHIWAd
ISANYON NYSYINVHIGNId ISYNIVAI NVA NVNVLINYIW3d aIaans
k= ISVNTVA3 NVd NVNVANVN3d
S > DNvaId
M o 1VSNd ISANYON NYSYINVYIEWId
& T ISVITTVAI NYG NVNVINYIWId QIagns
<
>
m E4r] ISANYON LLNV
a WYH50Ud NVONVEWIDNId ISVLITISYS
W o
azk W oNvalg
azd o
< ﬂ M m M IYNOISONND NYLYEYP YOdWOTaN |
gw " —
W a.
4
BAU < HYUIVQ LYNVEVASYIN
4 [ JWVIVHVASYWW NVNAVON3d NVd NYSYMVYONId QI99NS «
S NVNAYONId NVA NVSYMVON3d
e 9NvaIg
1VYSNd LYAVIVASYW
NVYNAVONId NVa NVYSYMYDNId a199nS
HYLNI43WId TYNYZINI NVSYMVYONI
ISVNTVA3 NYQ NVNVLNVIW3d
SNvaIg
M 'Ah T
m Z i IYNOISONNS NVLVEYT YOdWO1a% |
ne L - R j
=W
N T
zz< NVONVNIN VSITUIWId NVave
o P4 - z NYSYMVONId TISVH LNACNVI NYONLL Q189NS
WGz TYNOISONNS
41 NYSYMVYONId TISVH LNV IVANLL
NN 9Nvals
<pds HYINTUIWId TYNYILNI
M w o} NVSYMVYONId TISYH LNCNVT NVANLL QI99NS
W<t
Q9 -
22 HYY3IVQ HYINIY3IWId TYNYILNI
LWLt ) HYANDIIWId TYNYILNT NVSYMVYONId ISYNIGHOON ISYLINISYY QIggns
oo NYSYMVONId ISYNIQYOOM ISYLIISV
9NvaIs
2vSNd HYINTUINId TYNYILNT
NVSYMVONid ISYNIGSOOX ISVYLITISYd QI98nS
SVLTIGVANAY ISVINOSNE WALSTS Q18
UNLVUVAV VOUINDI SYLTTIEY.NANY ans
s NYQ NYSYMVYDN3d ISVWYOINI WILSIS
w ONvarg .
g 2z NVYSYMVONId ISYWHOINI WILSIS a189nS
<V
-
nhog
zz5 e A S
hIn NIVYVAY VOUINDE
a m < M SVYATTIGVINAY WLSIS NYONVEWIONId
nwZz ONVQIg VOUINDS NVUNINONId NVQ SIDILVALS
< o< m NYVNVONIUId NYONVEWIONId QI98NS
S0
W Z X
BE<S e ————
2 [ % ﬁ “IVNOISONND NVLVEYE YOdWOTIN
S S il
o




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

DEPUTI BIDANG
PELAYANAN PUBLIK

- NVNYIWVIN
b3 NVQ WNINH NYNVAVI3d
5 ONVaIg
52
=
ANAm
aZg0Z M
a wﬂ. M W nMn | IYNOISONNJ NV.LVEVF YOdWO 13
s ——
<3bx<
wes o
apTX HYY¥3VQ WNWN NYHYLNINIWId
s WNWN argans
= NVHV.INIH3IWId NYNVAVI3d
o ONvaig LVSNd WNWN NVHYINIY3W3d
arasns
- HYd3va
< TVISOS NVVYILHVIISIN
0 NVYNVAV13d
29 oNvaig
<
az% o
a HW | TvNoIsoNn4 z<h<m<_. xon_so._m,.. !
N S ——— -
<L o
w
o 1vsnd II LYSNd TYISOS NYVH31HVEISIN
) TVISOS NVVHILHVCISIN argans
E NVNVAVI3d
4 ONvQId I LVSNd TVISOS NYVYILHVCISIN
-argdans
HvV¥ava -
NVIWONOX3¥3d NVNVAV13d
Z DNvaIga
z 1
525
<= g |
.M. WO ﬁ TYNOISONNS NVLVEVF HOJWOTa |
K S —_— [P
w
o
o Wi II LVSNd NVIWONOXIY3d
1vSnd areans
NVIWONOXId3d NYNVAVI3d
DNvalg I LYSNd NYIWONOX3¥3d
-arasns
Z
<
zZ NVNVAV13d ISVSIQUVANYLS
< W ONVaIg
Cfri
.. <
55 —
a E %. TYNOISONNA NYLVEVF xon_s_o._mx@
2 . i
]
2< I XITINVA W3LSIS NVONVEWIONId
wo NI19Nd NVNVAVI3d ‘qrgans
o. ANn W3l1SIS Zﬂ_wz<n2m92mn_
ONvaIg
5 I NI'TENVA WILSIS NYONVEWIONId
‘argaans
Z ISVNIVAI NVA NVNVINVINIE
z ONVaIg
=
L F 3 —
tw
wd W w m ﬁ IVNOISONNA NYLVEV HOJWO 1IN g
o< — .
mamw
i 3% NVOVCIEIN NYNNSNANTd NVJVIANID
2 NVYVCISI NVNNSNANId araans
m NVJVIAN3d NVQ SISITYNY
X SNvarg NVIVII93N SISTIVNY

‘grgans

N



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT
4 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

[ BIRO HUKUM DAN
BIRO PERENCA
IRO PERENCANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO UMUM
BAGIAN
PENYUSUNAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN ANGGARAN
BAGIAN BAGIAN
DATA DAN HUBUNGAN KEBl?:;AGI:N
PELAPORAN MASYARAKAT
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
KERJA SAMA SISTEM ‘-—JRUMAH TANGGA DANJ
INFORMASI PERLENGKAPAN
BAGIAN BAGIAN
PEMANTAUAN DAN TATA USAHA DAN
EVALUASI - PROTOKOL




STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN

"BIRO
! PERENCANAAN
BAGIAN R BAGIAN
PENYUSUNAN BAGIAN BAGIAN PEMANTAUAN DAN
PROGRAM DAN DATA DAN PELAPORAN KERJA SAMA EVALUASI PROGRAM
ANGGARAN DAN ANGGARAN
4 A ) s N - )
SUBBAG SUBBAG
SUBBAG SUBBAG
KERJA SAMA DALAM PEMANTAUAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM DATA NEGERI EVALUASI PROGRAM
. 4 J J \w J o J
(" - 4
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
! KERJA SAMA LUAR PEMANTAUAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PELAPORAN A SAMA v AN T AU AN DA
u _ \_

\_,a/



STRUKTUR ORGANISASI

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN
HUKUM

-

SUBBAG
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAG
PERTIMBANGAN DAN
BANTUAN HUKUM

SUBBAG
PERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI

BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
~ A
SUBBAG
PUBLIKASI
J
g
SUBBAG )
PEMBERITAAN DAN
ANALISIS PENDAPAT
UMUM
J
( a
SUBBAG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN
MEDIA MASSA
N J

BAGIAN
SISTEM INFORMASI

PENYAJIAN INFORMASI

4 )
SUBBAG
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
- J
r D
SUBBAG
PENGELOLAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI

-
p
SUBBAG




STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM

BIRO UMUM
BAGIAN BAGIAN BAGIAN RUMGA & TATABL?:II\‘I\'IT\ DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN PROTOKOL
4 4 A (" R )
SUBBAG SUBBAG
SUBBAG SUBBAG
PERE":A"M" DAN PERBENDAHARAAN RUMAH TANGGA PERSURATAN
~ MUTASI J
N . J | \ J P ~
4 4
SUBBAG j SUBBAG \ SUBBAG
ADMINISTRASI SUBBAG PENGELOLAAN KEARSIPAN
KESEJAHTERAAN VERIFIKASI BARANG J
PEGAWAI MILIK NEGARA _
\ _ Y, N Y - ~
- - ~ -~ SUBBAG
SUBBAG SUBBAG SUBBAG w PROTOKOL
PENGEMBANGAN AKUNTANSI PEMELIHARAAN — _/
PEGAWAI DAN PELAPORAN p ~
. N\ J o J UNIT TATA USAHA
PIMPINAN
- _

TU MENTERI

TU SEKRETARIS
KEMENTERIAN

TU DEPUTI BID.
PROGRAM DAN RB -

a
-
L
L

TU DEPUTI BID.
KELEMBAGAAN

-

Ty
TU DEPUTI BID. SDM

APARATUR
_/

-
TU DEPUTI BID.

TATALAKSANA
J/

~
TU DEPUTI BID.
PENGAWASAN DAN

AKUNT, APR )

~
TU DEPUTI BID. PEL.

PUBLIK
_J

A T T

TU DEPUTI BID. STAF
AHLI




STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

SUBBAG

TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR




	Acr127.tmp
	permenpan 12 tahun2011.pdf
	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	) 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Titles
	.. 


	Page 29
	Images
	Image 1


	Page 30
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 31
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 32
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 33
	Page 34
	Titles
	.- 
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 35
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 36
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	- 
	I 
	• 


	Page 38
	Titles
	• 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 39
	Titles
	• 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 40
	Titles
	- 
	• 

	Images
	Image 1


	Page 41
	Page 42
	Images
	Image 1


	Page 43
	Titles
	r\ 
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 44
	Titles
	• 

	Images
	Image 1


	Page 45
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 46
	Titles
	- 
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 47
	Images
	Image 1


	Page 48
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 49
	Titles
	• 
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 50
	Titles
	- 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2



	permenpan 12 tahun2011lanjuut.pdf

	Acr217.tmp
	Acr127.tmp
	permenpan 12 tahun2011.pdf
	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	) 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Titles
	.. 


	Page 29
	Images
	Image 1


	Page 30
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 31
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 32
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 33
	Page 34
	Titles
	.- 
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 35
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 36
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	- 
	I 
	• 


	Page 38
	Titles
	• 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 39
	Titles
	• 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 40
	Titles
	- 
	• 

	Images
	Image 1


	Page 41
	Page 42
	Images
	Image 1


	Page 43
	Titles
	r\ 
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 44
	Titles
	• 

	Images
	Image 1


	Page 45
	Titles
	- 

	Images
	Image 1


	Page 46
	Titles
	- 
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 47
	Images
	Image 1


	Page 48
	Titles
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 49
	Titles
	• 
	- 
	- 

	Images
	Image 1


	Page 50
	Titles
	- 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2



	permenpan 12 tahun2011lanjuut.pdf

	Steps-of-Freemasonry.jpg

	lanjutan permen12.pdf
	lanjutan permen12.pdf



